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A. Gambaran Umum UPTD TERMINAL PURABAYA
a. DASAR HUKUM
a) UU 8/ 1981 tentang hukum acara pidana.
b) UU 22/ 2014 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan.
c) PP 43/ 1992 Tentang Prasarana dan lalu lintas jalan.
d) PP 79/ 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dengan Angkutan
jalan.
e) PP 74/ Tentang Angkutan Jalan.
f) KM 35/ 2003 tentang penyelenggaraan angkutan orang dijalan
dengan kendaraan umum.
g) PERMENHUB 98/2013 tentang Standar minimal Angkutan
Orang dengan Kendaraan Bermotor umum dalam Trayek.
h) Perda 12/2010 Tentang Retrebusi Terminal.
i) Perwlali 77/2008 tentang Organsasi Uptd terminal pada dinas
perhubungan Kota Surabaya.
b. UPTD TERMINAL
Dasar Hukum : Peraturan Walikota Surabaya No 77 Tahun 2008
Tentang Organisasi UPTD Terminal. Tugas dan Fungsi :UPTD
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang terminal
khususnya operasional pengelolaan terminal.

































Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam, UPTD
mempunyai fungsi :
a) pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan
terminal.
b) penyelenggaraan kegiatan pengelolaan terminal dan pangkalan.
c) pelaksanaan pemunggutan retribusi dan pendapatan daerah yang
sah yang berkaitan dengan pengeloloaan terminaldan
pangkalan.
d) pelaksanaan penertiban dan pengamanan di dalam terminal dan
pangkalan.
e) pelaksanaan ketatausahaan UPTD.
f) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
g) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
c. SEJARAH TERMINAL PURABAYA
Terminal Purabaya merupakan pengembangan dari Terminal
Joyoboyo yang kapasitasnya sudah tidak memadai serta berada dipusat
kota yang tidak memungkinkan dilakukan pengembangan. Pembangunan
terminal Type A Purabaya sudah direncanakan sejak tahun 1982
berdasarkan surat Persetujuan Gubernur Jawa Timur namun baru dapat
dilaksanakan pembangunan pada 1989 serta diresmikan
pengoperasiannya oleh Menteri Perhubungan RI pada tahun 1991.

































Lokasi pembangunan terminal Purabaya berada di desa Bungurasih
Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas ± 12 Ha. Dipilihnya
lokasi tersebut karena mempunyai akses yang sangat baik dan strategis
sebagai pintu masuk ke kota Surabaya serta berada pada jalur keluar kota
Surabaya arah timur selatan dan barat. Walaupun lokasi terminal
Purabaya berada di Kabupaten Sidoarjo namun pengelolaan terminal
dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Hal tersebut berdasarkan
perjanjian kerjasama (MOU) antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
dengan Pemerintah Kota Surabaya.
Sebelumnya dibangun Terminal Purabaya ini, dahulu Terminal
Jayabaya sistem Penggoprasian adminitrasi armada bus dipisah dari
Terminal Jayabaya ke Terminal Bratang yakni hanya Bis AKAP. Dan Bis
AKDP masih berada di Terminal Jayabaya1. Terminal Purabaya berada di
Bungurasih Kabupaten Sidoarjo, namun pengelolaanya oleh Dinas
Perhubungan Kota Surabaya. Dalam skala kota Surabaya, letak terminal
Purabaya berada di sisi Selatan kota Surabaya. Terminal Purabaya
merupakan terminal tipe A dengan luas lahan 120.000 m2, melayani
Angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP), Angkutan Antar Kota
Dalam Propinsi (AKDP), dan Angkutan Kota. Jaringan trayek angkutan
kota yang dilayani Terminal Purabaya adalah Bus Kota2.
1Wawancara dengan Pak Hardjo , tanggal 04-01-2017 pukul 10.00 wib.
2http://dishub.surabaya.go.id/index.php/post/id/1297, diunggah pada tanggal08-01-2017, 10.06 Wib.

































Terminal Purabaya, atau lebih populer dengan nama Terminal
Bungurasih merupakan terminal bus tersibuk diIndonesia (dengan
jumlah penumpang hingga 120.000 per hari), dan terminal bus terbesar
di Asia Tenggara. Terminal ini berada di luar perbatasan Kota Surabaya,
tepatnya berada diDesa Bungurasih, Kecamatan Waru, Kabupaten
Sidoarjo. Terminal ini melayani rute jarak dekat, menengah, dan jauh
(AKAP)3.
Motto : “Purabayaku Aman dan Nyaman
Visi : Menuju terminal Purabaya dengan pelayanan
berkualitas dan handal
Misi :
i. Meningkatkan mutu pelayanan meliputi kebersihan,
kenyamanan , keindahan , ketertiban, dan keamanan.
ii. Memberikan layanan informasi yang tepat dan dapat
dipercaya.
iii. Meningkatkan kompetisi SDM guna mendukung
terciptanya pelayanan yang berkualitas.
iv. Meningkatkan PAD dari retribusi terminal.
v. Meingkatkan Koordinasi dengan pihak terkait.
vi. Melakukan kontrol dan evaluasi secara terus menerus
untuk peningkatkan kinerja pelayanan terminal.
3https://id.wikipedia.org/wiki/Terminal_Purabaya

































D. Profil Sarana & Prasarana Terminal Purabaya
Saat ini, UPTD Terminal Purabaya sedikitnya telah menyiapkan 5
titik Posko Area Merokok yang tersebar hampir di setiap sudut wilayah
terminal. Diantaranya, Posko yang terletak di sudut kanan dan kiri ruang
tunggu penumpang, area parkir Mobil, Angguna, Taksi, Area parkir bus ,
dan area parkir bus AKAP atau AKDP. Selain fasilitas tersebut, di
Terminal Purabaya ini tersedianya Shelter Bus Bandara Juanada, dimana
bus memeiliki full AC ini akan mengantarkan para penumpang yang
hendak menuju Bandara Juanda4.
Pembangunan gedung baru di Terminal Purabaya yang mengacu
pada Konsep Bandara Convience dan care terminal (C2 Terminal).
DimanaConvience yang meliputi kenyamanan, aman, bersih, asri,
rekreatif, hiburan, dan teknologi:
a. Ruang tunggu keberangkatan di lantai 2 , hall, Lobby yang luas,
selasar penghubung, bridge connection Ventilasi alam dan
Mekanis.
b. Satuan Pengamanan Terminal, fasiltas keselamatan penumpang.
c. Taman, Kolam, air Mancur, art sclupture.
d. Art Builiding and landscape, stand commersial, Souvenir.
e. Panggung Hiburan (stage).
f. Eskalator/travelator, Terminal Information Display & Board5.
4Ibid Harjo Wawancara
5Ibid Hardjo wawancara

































Care meliputi :Penumpang, Pengantar/penjemput, Penyandang
Cacat/lansia, Ibu dan Bayi, Perokok, Businessman, Karyawan, Awak Bus,
Lingkungan Selasar kanopi, Jalur pejalan kaki, rest room, mushola,
locker , medical care, guide signage, trolly, Car drop off, parkir gedung
untuk mobil + roda dua, Ramp, unable/handycapesd, Toilet,
Playground& Laktasi, Area Smoking, Businnes Centre : ATM, Warpostel,
Mini office, Book Store, Area Wifi, AC ruang kantor, Parkir karyawan,
ruang monitor, relaksasi, Asrama awak bus/angkutan umum, Kantin,
tempat cuci bis, Bengkel, Closed /transparant wall Main Building,
IPAL6.
Tahap pengembangan
Pada tahap I yang telah selesai ini pembangunannya dilakukan pada
Ruang Tunggu dan Bridge Connection yakni Penghubung antara Ruang
Tunggu dan Jalur Pemberangkatan Bus. Ruang Tunggu yang terdiri dari
2 lantai ini juga akan dilengkapi dengan hall, escalator, dan lobby yang
luas. Dan di tahap II, yaitu proses pembangunan bridge (jembatan
penghubung ruang tunggu – jalur keberangkatan bus malam) dan gate di
ruas jalur pemberangkatan bus AKAP (Antar Kota Antar Provinsi)7.
Selain itu, Di Area Terminal Purabaya juga terdapat pusat
perbelanjaan. Yaitu Mall Ramayana Bungurasih. Letak nya di sebelah
barat Terminal Purabaya. Banyak cara yang bisa di lakukan menuju Mall
Ramayana tersebut. Dari Terminal Purabaya bisa langsung berjalan kaki
6Ibid. Hardjo Wawancara
7Ibid. Hardjo wawancara


































Kira-kira butuh 10 menit bisa mencapai Mall ini. Bagi yang naik
angkutan umum bisa naik Angkutan umum yang jurusan Waru –
Sepanjang, Angkutan tersebut berwarna Biru telor asin. Banyak para
wisatawan atau penumpang yang berkunjung ke Mall Ramayana
sebelum berangkat ke kota atau tujuan masing-masing.VOLUME
PENUMPANG / HARI : ± 28000 VOLUME BUS / HARI : ± 910.
Jumlah Petugas Operasional : 218 orang
JALUR KEBERANGKATAN DAN KEDATANGAN BUS
Tabel 2
No. Fasilitas Jalur Keberangkatan-Kedatangan Jumlah
1 Jalur / Selter Pemberangkatan Bus AKDP / AKAP 26
2 Jalur / Selter Pemberangkatan Bus Kota 10
3 Jalur / Selter Kedatangan Bus AKDP / AKAP 3
4 Jalur / Selter Kedatangan Bus Kota 2
5 Jalur / Selter Kedatangan&Keberangkatan Damri Juanda 1
JALUR TEMPAT PARKIR
Tabel 3
No. Tempat parkir Jumlah
1 Tempat parkir Bus AKAP / AKDP 4
2 Tempat parkir Bus Kota 1
3 Tempat parkir MPU 1
4 Tempat parkir kendaraan pengantar / pribadi 1
5 Tempat parkir taksi / angguna 2
6 Tempat parkir sepeda motor 4

































Luas Bangunan Kantor Terminal Purabaya
Tabel 4
No. Bangunan Kantor Jumlah
1 Bangunan Terminal -
2 Bangunan Kantor -
3 Ruang tunggu Penumpang Bus AKDP / AKA
P
1
4 Ruang Tunggu Penumpang Bus Malam Cepat 1
5 Menara Pengawas 1
Fasilitas Utama Tambahan
Tabel 5
No. Fasilitas Utama lainnya Jumlah
1 Pos Pengawas dan Pengendalian 9
2 Pos retribusi 8
3 Loket Penjualan Karcis 2




8 Papan Informasi Tarif dan Jurusan 4







































Penguji Kendaraan Bermotor 3 Orang
Pengamanan 2  Personil Sat Brimob
2  Personil Sat Brimob
2 personil Garnisun
Petugas Kebersihan 82 Orang
NO. Fasilitas Penunjang Jumlah
1 Kamar kecil / Toilet 9
2 Musholla 2
3 Tempat Istirahat Crew Bus 1
4 Ruang Pengobatan 2
5 Pos Polisi / Keamanan 1
6 Tempat Pencucian Kendaraan 1
7 Kios / Kantin 112
8 Ruang Informasi dan Pengaduan 3
9 Telpon Umum 15
10 Taman -



































Diperoleh dari TPR Bus Ekonomi& Non Ekonomi, Parkir (2 jam
pertama & Progresif): Bus (Bus Kota, AKDP, AKAP), MPU, Taksi/
Angguna, Mobil Pribadi, Sepeda Motor, Tempat Istirahat Awak
Kendaraan Umum, Fasilitas Pencucian Bus, Kios, Kamar Kecil / WC
dan Tempat Reklame. Berikut nominal Retrebusi Terminal Purabaya:
Tabel 9
PARKIR TAKSI / ANGGUNA
T P R 1.000







Kasub Unit tata Terminal Kasub Unit Pendapatan
Korbid Tater
Kasub Unit Keamanan dan
ketertiban
Korbid Kamtib


































2 jam pertama 2.000
Selanjutnya per-jam 1.000
PARKIR BUS KOTA
T P R 1.000
15 menit s/d 2 jam pertama 2.000
Selanjutnya per-jam 1.000
Maksimal sehari 10.000
PARKIR BUS NON EKONOMI
T P R 3.000




T P R 2.000





































PERBANDINGAN PENDAPATAN UPTD TERMINAL PURABAYA
Dari penjelasaan perbandingan pemasukan, pengeluaran, target dan
prosentase dari keselurahan tersebut. Bahwa setiap tahun dimulai tahun
2013 jika dikurangi dengan targetan dari pendapatan sisanya sebanyak
200juta sedangkan pada tahun 2014 sisa dari target yakni 250 juta
sedangkan pada tahun 2015 yaitu 280 juta. Tahun 2016 pengeluaran dan
pendapatan dari pengurangan sisaya adalah 200 juta.
TAHUN PENDAPATAN TARGET %
2013 Rp. 5,657,184,200.00 Rp. 5,110,266,111.00 110.70
2014 Rp. 6,106,260,500.00 Rp. 5,769,131,745.00 105.84
2015 Rp. 6,054,666,700.00 Rp. 5.769,131,745,00 104.95
2016
JANUARI Rp. 439,680,200.00 Rp. 471.626,478.00 8
FEBRUAR
I
Rp. 491,837,900.00 Rp. 471.626,478.00 8
MARET Rp. 535,930,300.00 Rp. 471.626,478.00 8
APRIL Rp. 450,089,700.00 Rp. 471.626,478.00 8
Rp. 1,917,538,100.00 Rp. 5,895,430,718.00 32.5


































a. Penyajian Data Konflik Terminal Purabaya
Konflik kewenangan Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah
Kabupaten Sidoarjo dalam Pengelolaan Terminal Purabaya ini memiliki
kebijakan dan tujuan politik. Kota Surabaya memiliki Terminal
Purabaya ini dikarenakan terminal ini adalah sebagai alat atau moda
transportasi bagi masyrakat baik dari Kota Surabaya yang ingin keluar
kota maupun yang dari luar kota jika ingin ke Surabaya harus turun di
terminal. Begitu juga bagi warga Kabupaten Sidoarjo yang ingin
berpergian menuju luar kota maupun dari luar kota menuju Kabupaten
Sidoarjo.
Menurut Kepala T.U. Dinas Perhubungan Kota Surabaya terkait
letak dan tempat termnal Purabaya bahwa:
“Jika kita tinjau terminal secara baik ekonomi dan letak sangat
strategis baik untuk Warga Kota Surabaya maupun Kabupaten Sidoarjo
dikarenakan akses jalan yang mudah baik mobil maupun bus. Sedangkan
secara ekonomi adanya terminal ini bisa mengakatkan baik perekonomian
warga sekitar yakni warga Kabupaten Sidoarjo8”.
Namun kesejahteraan masyrakat disekitar terminal Purabaya belum
sesuai dengan tingkat kesejahteraan masyrakat diakrena kawasan
tersebut rata rata masyrakat kumuh atau tidak tertata. Ini menjadi pr bagi
pmerintah Kabupaten Sidoarjo bukan pemerintah Kotamadya Surabaya.
Menurut Kepala T.U. Dinas Perhubungan Kota Surabaya tentang
masyrakat sekitar terminal sebagai berikut:
8 Wawancara dengan pak syahril kepala Bagian TU Dishub Kota Surabaya, pada tanggal 20-02-2017, Hlm.
1.

































“Tidak hanya dalam mensejahterahkan masyrakat sekitar namun
disekitar terminal juga beridiri satu tempat belanja dan pabrik yang dimana
karyawan juga banyak dan yang diuntungkan bukan pemerintah Kota
Surabaya tetapi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo9”.
Terminal Purabaya ini memiliki luas 12 Hektar dan Memiliki
fasilitas yang telah dibangun yakni ruang tunggu penumpang dan Grade
dan gat pemberangkatan bus baik dalam kota dan Luar kota dan luar
provinsi. Namun kepemilikan baik lahan dan pengelolaan adalah
Pemerintah Kotamadya Surabaya dan Pemerintah kabupaten Sidoarjo
hanya memiliki hak hukum tanah dari terminal purabaya tersebut.adapun
pembagian hasil pendapatan retresbusi terminal purabaya ini adalah 10
tahun pertama 25% untuk pemerintah Kota Surabaya dan 5% untuk
pemerintah Kabupaten sidoarjo dan sisanya untuk biaya pengelolaan
terminal.
C. Konflik Pendapatan Terminal
Temuan hasil wawancara peneliti dengan narasumber yang terkait
dengan judul peneliti adalah KONFLIK KEWENANGAN
PEMERINTAH KOTA SURABAYA DAN PEMERINTAH
KABUPATEN SIDOARJO DALAM PENGELOLAAN TERMINAL
PURABAYA.
Kebijakan publik dari Pemerintah Kota Surabaya dalam membuat
sarana dan prasaran publik berupa Terminal Penumpang yang
berkapasitas dan menaungi dari beberapa Terminal kecil-kecil lainnya di
Surabaya. Kita ketahui terminal kecil diKota Surabaya sanggat banyak
9 Ibid,

































namun tujuan dari terminal tersebut hanya untuk penumpang yang
menuju dalam kota bukan untuk Luar Kota. Contohnya adalah terminal
jayabaya yang berkapasitas Type B. Sedangkan Terminal berkapasitas
Type A ada Terminal Purabaya dan Terminal Tambak Osowilangun di
perbatasan surabaya dan gresik.
akar konflik pendapatan terminal Purabaya peneliti menjelaskan
permasalahan tata kelola dan manajemen pemerintah Kota Surabaya
dalam mengelola terminal Purabaya. Menurut hasil data diterminal
Purabaya sebagai berikut10:
“Saat ini, UPTD Terminal Purabaya sedikitnya telah menyiapkan 5
titik Posko Area Merokok yang tersebar hampir di setiap sudut wilayah
terminal. Diantaranya, Posko yang terletak di sudut kanan dan kiri ruang
tunggu penumpang, area parkir mobil, angguna, taksi, area parkir bus
malam, area parkir bus kota dalam kota, area parkir bus AKAP dan AKDP.
Selain fasilitas tersebut, di Terminal Purabaya ini tersedianya Shelter Bus
bandara Juanda, dimana bus memeiliki full AC ini akan mengantarkan
para penumpang yang hendak menuju Bandara Juanda”.
“Pembangunan gedung baru di Terminal Purabaya yang mengacu
pada Konsep Bandara convenience and care terminal (C2 terminal) dimana
Convience yang meliputi kenyamanan, aman, bersih, asri, rekreatif,
hiburan, dan teknologi:
Ruang tunggu keberangkatan di lantai 2 , hall, Lobby yang luas,
selasar penghubung, bridge connection Ventilasi alam dan Mekanis.Satuan
Pengamanan Terminal, fasiltas keselamatan penumpang.Kolam air mancur
dan taman art sclupture. Art building and landscape, stand commersial.
Panggung hiburan(stage).Eskalator/travelator, Terminal Information
Display & Board”.
“Care meliputi :Penumpang, Pengantar/penjemput, Penyandang
Cacat/lansia, Ibu dan Bayi, Perokok, Businessman, Karyawan, Awak Bus,
LingkunganSelasar kanopi, jalur pejalan kaki, rest room, mushola, locker ,
medical care, guide signage, trolly, Car drop off, parkir gedung untuk
mobil + roda dua, Ramp, unable/handycapesd toliet,  playground&
Laktasi, smoking area, busines centre : ATM, warpostel, Mini office, book
store, wifi , AC ruang kantor, Parkir karyawan, ruang monitor, relaksasi,
10Paparan data Terminal Purabaya tahun 2016. halaman 5-8.

































Asrama awak bus/angkutan umum, kantin, tempat cuci bis, bengkel,
Closed /transparant wall Main Building, IPAL.
Perkembangan Terminal Angkutan Umum didesa Bungurasih adalah
pengelolaan dan manajemen dari pemerintah Kota Surabaya. Menurut
Kepala bagian Keamanan Terminal Purabaya adalah:
“perkembagan Terminal Purabaya termasuk sudah suskes apa yang
telah di rencakan oleh dishub Kota Surabaya. Pembangunan dan
perkembangan gate dan bridge dan ruang tunggu utama Terminal Purabaya
sangat beergantung pada pelayanan dan perawatan publik yang baik. masih
banyak permaslahan yang terjadi pada Terminal Purabaya sikap dan santun
para crew P.O. yang berada dalam Terminal karena mereka ada asumsi
untuk di target bacet oleh pihak P.O”11.
Perkembangan didalam Terminal Purabaya ini berdasarkan Program
program Kerja dari birokasi Terminal Angkutan Umum di Desa
Bungurasih menurut Kepala Bagian Keamanan:
“Petugas Operasional dan Tugas Adminitrasi di Pintu masuk atau
Shelter masuk Angkutan Bus(Bus Dalam Kota, Bus Antar Kota dalam
Provinsi dan Bus Antar Kota dan Antar Provinsi) dan Mikrolet untuk
mikrolet hanya beroperasi di sekitar antar kota Surabaya, Sidoarjo,
Mojokerto, Pandaan dan Malang. Tugas Operasional dipintu
masukSheleter : mengarahkan kendaraan masuk sesuai dengan jalurnya
yang telah ditentukan dan Mengatur penumang yang turun.
Tugas Adminitrasi dipintu masuk shelter: Melakukan pemeriksaan
kartu pengawasaan. Dan buku uji secara visual dengan ultra violet dan
kemudian dikembalikan lagi kepengemudi kendaraan.Membuat catatan
apabila ada pelanggaran adminitrasi dan operasional dan dilaporkan
kepada Kepala Terminal Purabaya.
Petugas Operasional dan Tugas Admintsrasi Di pintu Shelter
keberangkatan Bis dan Sebelum masuk Shelter Bis:
11Wawancara

































Petugas Administrasi : Melakukan pencatatan nomor kendaraan, jam
pemberangkatan, rute/trayek dan jumlah penumpang yang diberangkatkan
dan Petugas Operasional: Mengarahkan penumpang yang akan berangkat
dan naik  kendaraan sesuai tujuan yang benar.
Petugas Operasional dan Tugas Adminitrasi Tempat Parkir. Petugas
Operasional : Mengatur parkir kendaraan umum dan Mengatur
pemberangkatan kendaraan umum dari tempat parkir ke tempat tunggu
pemberangkatan kendaraan umum.12”
Dari proses pekembangan Terminal Purabaya dalam sektor
pengelolaan dan manajemen terminal angkutan umum bertype A ini
tidak sedikit permasalahan yang belum ditanggani Menurut Kepala
Bagian Keamanana Terminal Purabaya:
“Permaslahan yang dialami sekarang saya beserta anggota laiinya
adalah Permasalah Crew P.O yang kurang sopan menurunkan penumpang
dijalan dan crew kurang sopan dalam terminal yang saling merebutkan
penumpang dalam kendaraanya kadang kadang penumpang merasa Risih
mas juga terkait dengan Pelayanan Publik. Bukan Management lo mas,
saya rasa pembagian pendpatan ini masih kurang karena pemeliharaan
Terminal Purabaya perlu banyak sekali dana atau keungan yang perlu”.
Melihat dari jumlah personil di Terminal Purabaya dan jumlah
pemasukan dan pengeluaran Terminal purabaya memang tidak seimbang.
Jika kita lihat dari tahun 2013-2016 jumlah pemasukan terminal sangat
sedikit dan terbilang sangat rugi apabila setiap tahun pemasukan seperti
itu dan tidak perkembangan. Biaya perawatan terminal dari segi fasilitas
memang banyak apa lagi konsepan dari Dishub Kota Surabaya sangat
elegan dan tidak memikir kan pengelolan dan manajemen Uptd Terminal.
Kalau penambahan pemasukan ditambah dengan penambahan karcis
12Ibid, Kepala bagian keamanan Terminal Purabaya.

































penumpang yang ini masuk keterminal itu sanggat tepat. Menurut
Kepala bagian Keamanan Terminal Purabayaa terkait dari jumlah dan
pengeluaran dan jumlah Personil:
“Jumlah Pemasukan Tahun 2015: Rp. 6.054.666.700, Jumlah
pemasukan Tahun 2016:Rp. 6.262.775.500 dan Jumlah pengeluaran Tahun
2015: Rp. 9.715.158.778, Jumlah pengeluaran Tahun 2016: Rp.
6.779.382.738. sedangkan jumlah Personil UPTD Jumlah Petugas
Operasional : 218 orang dijelaskan bahwa PPNS 9 OrangPenguji
Kendaraan Bermotor 3 OrangPengamanan  2  Personil Sat Brimob2
Personil Sat Brimob2 personil Garnisun ”.
Terminal Purabaya adalah terminal terbesar milik Kota Surabaya
terminal bertype A ini adalah terminal akap dan akdp serta bus dalam
kota untuk warga Kota Surabaya sebagai sarana dan prasarana dari
terwujudya visi dan misi Kota Surabaya.
Keinginan Pemerintah Kota Surabaya untuk mengubah Mou
kerjasama terminal purabaya akar permasalahn terletak bagi Pemerintah
Kota Surabaya adalah pada Perwatan setiap Sarana dan Prasarana di
Terminal. Jika pemerintah Kota Surabaya tidak terlambat dalam hal
membayar pajak terminal Permasalahan ini tidak akan terjadi.
Sedangkan pemerintah Kabupaten Sidoarjo jangan memihak atau
memitingkan apapun dalam menyelesaikan maslah ini.
1. Akar Konflik
Akar konflik Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo adalah karena keterlambatan dana. Dana yang dimaksud oleh
pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah hasil total dari hasil seluruh

































pendapatan terminal bukan sesuai dengan pasal-pasal yang telah
disebutkan dalam Mou Kerjasama Terminal Purabaya. Menurut Kepala
T.U Dinas Perhubungan Kota Surabaya tentang akar konflik Terminal
Purabaya:
“Pemerintah Kabupaten Sidoarjo meminta bagi hasil dari pendapatan
sebelum dikurangi pengeluaran. Pemerintah kota Surabaya merasa
keberatan karena pengeluaran operasional terminal Purabaya melebihi
pendapatan”13.
Dalam hal ini yang dimaksud kan adalah jelas dari pemerintah Kota
Surabaya sesuai dengan Mou Kerjasama tanpa adanya keterlibatan pihak
lain dalam hal yang memetingkan untuk permaslahan konflik
Pengelolaan Terminal Purabaya.
Tapi bagaimana penjelasan ini bisa dijelaskan melalui kepala bagian
keamanan Terminal Purabaya dalam Permaslahan Kota Surabya dalam
manajemen dan Mengelola terminal Purabaya:
“ Permaslahan yang dialami sekarang saya beserta anggota laiinya
adalah Permasalah Crew P.O yang kurang sopan menurunkan penumpang
dijalan dan crew kurang sopan dalam terminal yang saling merebutkan
penumpang dalam kendaraanya kadang kadang penumpang merasa Risih
mas juga terkait dengan Pelayanan Publik. Bukan Management lo mas,
saya rasa pembagian pendpatan ini masih kurang karena pemeliharaan
Terminal Purabaya perlu banyak sekali dana atau keungan yang perlu”.
Hal sama juga diungkapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota
Surabaya adalah terkait masalah pengelolaan terminal Purabaya yakni
13Ibid, Wawancara dengan Kepala T.U. Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

































Ivan Wahyu Drajad adalah:
“pendapatan terminal purabaya tujuannya adalah untuk memelihara
terminal dalam sektor pelayanan publik tidak hanya untuk sarana
prasarana saja pendapatan ini diberikan melainkan gaji karyawan juga
termasuk dalam bagi hasil namun yang menjadi pertanyaan kami sebagai
Birokasi Pemerintah Kota Surabaya14”.
2. Tujuan Konflik
Tujuan Pemerintah Kota Surabaya dan pemerintah Kabupaten
Sidoarjo adalah untuk terciptanya suatu pelayanan publik. Namun
Pengelolaan terminal tidak mendapatkan keuntungan dari pihak
pemerintah Kota Surabaya. Dipihak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
adalah menginginkan Pembagian pendapatan seimbang dan terbuka
terkait pendapatan yang sah sesuai dengan Perda Kabupaten Sidoarjo
Nomer 11 Tahun 2011 tentang Retrebusi Terminal. Adapun cara tujuan
konflik yang dilakukan kedua pihak yakni:
1. Pemrintah Kota Surabaya sebagai Pengelola Terminal Sesuai
dengan Mou kerjasama tersebut. Dan sebagai pemilik Terminal
Purabaya ini mempertahankan apa yang dimiliki yakni Terminal
Penumpang Bertype A. Tujuan Pemerintah Kota Suarabaya adalah
ingin merubah pasal tentang Pendapatan terminal Purabaya yang
semula 30:70 menjadi 20:80. begitu juga dengan Pemerintah
Kabupaten Sidoarjo adalah ingin merubah Pasal Tentang
Pendapatan Yang awal semula 30:70 menjadi 40:60 dikarenakan
mencari PAD daerah Kabupaten Sidoarjo. Permasalahan Terminal
14Wahyu drajad Ivan, Wawancara, Pada tanggal senin tanggal 30-01-2017.

































ini adalah pemasukan utama Bagi Pemkot Surabaya sebagai
Pengelolaan Terminal Purabaya ini, pemasukan terminal yang
semula adalah 6 miliyar untuk pengelolaan dan lain-lainya, yang
didapatkan adalah kerugian bagi Pihak Pemkot Surabaya.
2. Tujuan dari Pihakk Pemkot Surabaya adalah Memberikan
Pelayanan Publik dalam pengeleloaan Terminal. Sedangkan Pihak
Pemkab Sidoarjo meminginkan Pengelolaan terminal sesuai dengan
Implementasi Perda Sidoarjo Nomer 11 tahun 2011.
Bisa disimpulkan bahwa kedua Pemerintah daerah yang berkonflik
ini bertujuan yang sama tetapi berbeda pendapat mengenai Hasil
Retrebusi terminal. Jika pendapatn terminal adalah parkir kendaran
umum penumpang, kendaraan umum pribdi dan dari hasil penyewaan
tempat dagangan belum ditambah dari pemasukan APBD dan APBN.
2. Penyelesian Konflik
Proses Negosiasi antara pemkot Surabaya dan Pemkab Sidoarjo
belum menemui itikad baik. Menurut Pak Syahril Kepala TU Dinas
Perhubungan Kota Surabaya penyelesian permasalahan ini terkendala
oleh jadwal Kepala daerah Baik pemkot Surabaya dan Pemkab Sidoarjo.
Sebagai berikut bahwa15:
“ proses Negosiasi tersebut adalah kewenangan dari Kepaala daerah
Dinas hanya membantu tugas Kepala daerah dalam melaksanakan
kebijakan daerah. Proses negosiasi ini melibatkan DPRD Kota Surabaya
dan Kepala dinas perhubungan. Yang dibicarakan tentang jumlah nominal
bagi hasil pendapatan dan ingin merubah pendapatan tersebut.
15 Ibid wawancara dengan Kepala TU DInas perhubungan KOta Surabaya.

































Hal sama diungkapan Pimpinan DPRD Kota Surabaya bahwa
penyelesian konflik ini :
“penyelesian masalah pendapatan terminal memang sudah banyak
dibicarakan baik diantara pimpinan dan kepala pimpinan DPRD Kota
Surabaya dan Pimpinan Komisi A, Komisi B dan Komisi C DPRD Kota
Surabaya dan dengan Walikota Surabaya sudah dirapatkan”16.
Penyelesian Konflik ini menggunakan Proses negosiasi bertujuan
terciptanya proses-proses politik atau terciptanya kebijakan politik.
Menurut DPRD Kota Surabaya yakni Komisi A:
“proses Negosiasi antaran Pemkot Surabaya dan Pemkab Sidoarjo
beloum menukan itikad damai terlibih adanya kebijakan pengambilan
pengelolaan terminal type A. Pemkot Surabaya harus bekerja ekstra dalam
menyelesaikan Permaslahan ini memang yang bermasalahn pemerintah
bukan masyrakat dikarenakan ada stratego-strategi politik dan kepentingan
politik yang diuntungkan dari sisi Pemkab Sidoarjo. Pemkot Surabaya
sudah merasa rugi dalam hal ini banyak APBD Surabya masuk dalam
belanja daerah. Memang selama tiga tahun ini Pemkot Surabaya belum
membayar pajak terminal. Dikarenakan BPKP Surabay belum
menurunkan surat tentang belanja akhir daerah pad tahun 2015dan 2016.
kendala Pemkot saat inni adalah belum turunnya surat dari BPKP
Surabaya”.
Dapat disimpulkan bahwa proses negosiasi mendapatkan rintangan
dalam penyelesiannya kurangya Refrensi dan antusias dari pemerintah
Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Memang masalah
ini mengenai tentang pendapatan terminal selama setahun yang membuat
geram dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah keterlambatan
pembayaran pendapatan terminal ini selama tiga tahun yakni tahun
2015-2017. Untukk tahun 2014 sudah terbayarkan oleh pemerintah Kota
Surabaya dengan lunas.
16Ratih, wawancara dengan Pimpinan DPRD Kota Surabaya

































Menurut Pimpinan DPRD Kota Surabaya tentang pemasukan dari
sektor pendapatan pengelolaan Terminal Purabaya selama setahun:
“Peranan dan Fungsi DPRD Kota Surabaya dalam mengelola
terminal adalah membuat perundang-Undangan terminal.
Permasalahan terminal ini tentang permasalahan pendapatan yang
menurut kami kurang bila pemasukan terminal sebesar Terminal
Purabaya yang memiliki pemasukan Sebesar 6 Miliyar/ Pertahun.
Sedangkan pengeleuaran sebanyak 5.5 Miliyar atau dibandingkan
dengan sebelum adanya pembangunan. Kewenangan kami dalam hal
ini sesuai berdasarkan dengan Mou kerjasama adalah
mempertahankan kekuasaan kami dalam sektor pelayan publik
angkutan penumpang”.
Pendapat sama dengan Pimpinan DPRD 1 Kota Surabaya dan
sedikit berbeda yakni Pimpinan Komisi A DPRD Kota Surabaya adalah
Herlina dalam Kewenangan Pengelolaan Terminal Purabaya:
“Fungsi Komisi A dalam Permasalahan ini adalah sebagai
membuat Undang-Undang dan juga Sebagai pembantu dari Walikota
Surabaya dalam menangani permasalah Kota Surabaya baik terminal
Purabaya dan permasalahan lainnya.
Kewenangan Komisi A Permasalahan nya Kami Pemerintah
Kota Surabaya sudah Rugi terkait pengeluaran terminal yang tidak
Sesuai dengan pemasukan, setelah adanya kebijakan tidak
dipunggutya Retrebusi penumpang dalam terminal. Sedangkan
permaslahan ini masih dalam proses penyelesian dan tahun kemarin
banyak keputusan Pemerintah Pusat yang menunda pengambilahn hak
pengelolaan terminal kami Bertype A”.
Bisa disimpulkan dari wawancara peneliti dengan para elit dari
Pemerintahan Kota Surabaya memang sudah jelas kewenangan dan
wewenang mereka dalam menjalankan Program-program yang ada
diUndang-Undang yang telah mereka buat. Bagaimana kita lihat melalui
pengelolaan terminal masih banyak persoalan gak hanya Fasilitas saja
yang masih kurang akan tetapi Kinerja birokasi yang belum maksimal.
Kita bisa menyimpulkan masalah Konflik Kewenangan Pemerintah Kota
Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam Pengelolaan

































Terminal Purabaya lewat Pembahasan kedua karena adanya teori
Kekuasaan yang akan memandang.
4. Dinamika politik Actor Eksekutif Pemerintah Kota
Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
Menjelaskan bagaimana proses perjalanan maslahan tersebut dengan
pernanan Kepala Daerah sebagai Actor politik eksekutif dengan teori
Kekuasaan.
Tugas dang fungsi Dinas perhubungan Kota Surabaya dan Walikota
Surabaya sebagai tanggung jawab dari tata kelola dan tugas Dinas dalam
Perwali Kota Surabaya No. 42 Tahun 2011. Menurut Kepala T.U. DInas
Perhubungan Kota Surabaya tentang Fungsi Dinas Perhubungan
diTerminal bahwa:
“Dinas Perhubungan dan Walikota Surabaya mempunyai tugas
melaksanakan dalam urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi

































dan tugas pembantuan dibidang perhubungan dengan menciptakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bentuk
penyediaan sarana prasarana terminal angkuta Umum. Sesuai dengan
Implementasi Perwali No. 42 tahun 2011 penyellenggaaran pelayanan
umum daerah dibidang transportasi. Walikota Surabaya memiliki fungsi
dan tugas sebagai pelaksana melainkan memberikan keputusan yang
bertujuan dengan visi misi Kota Surabaya.
Sedangkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dalam
melaksanakan implementasi Perwali No 42 Tahun 2011, dibantu oleh
Unit pelaksana terpadu daerah atau UPTD setiap Dinas diKota Surabaya
memiliki UPTD tertentu yang telah disepakati. Hal ini sesuai dengan
pembahasan judul Peneliti terkait Konflik Kewenangan di pengelolaan
terminal Purabaya. Menurut Kepala T.U. Dinas Perhubungan Kota
Surabaya.
Kepala bagian Kemanan UPTD terminal Purabaya dan Walikota
Surabaya tentang Perwali Kota Surabaya bahwa:
“Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya No 77 Tahun 2008
Tentang Organisasi UPTD Terminal Tugas dan Fungsi : UPTD mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang terminal khususnya
operasional pengelolaan terminal. Dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam, UPTD mempunyai fungsi:
a) pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan terminal.
b) penyelenggaraan kegiatan pengelolaan terminal dan pangkalan.
c) pelaksanaan pemunggutan retribusi dan pendapatan daerah yang
sah yang berkaitan dengan pengeloloaan terminal dan pangkalan.
d) pelaksanaan penertiban dan pengamanan di dalam terminal dan
pangkalan.
e) pelaksanaan ketatausahaan UPTD.
f) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
g) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

































sesuai dengan tugas dan fungsinya17.”
Dari pihak pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mengisi informan
penulis adalah Dinas Perhubungan bahwa:
“Tugas dan fungsi Bupati Sidoarjo dalam pengelolaan terminal
Purabaya adalah sebagai ibarat ya diatas manajer suatu perusahaan
dinamakan yakni Kepala Pimpinan Cabang Perusahaan tersebut. Sebagai
landasaan utama Bpk. Bupati adalah perda Kabupaten Sidoarjo No. 3
Tahun 2011 tentang retrebusi terminal dan naskah perjanjian pada Bab 4
tentang pelaksanaan dan pemetaan pembangunan pasal 6 ayat 3, untuk
pembagian pendapatan kewenangan dlihat Bab 7 investasi dan pendapatan
pasal 11 ayat 3”.
Kewenangan pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam pengelolaan
dana manajemen terminal Purabaya didesa Bungurasih kecamatan Waru
Kabupaten Sidoarjo telah dijelaskan kedalam naskah perjanjian
kerjasama(Mou). Sedangkan perkembangan sampai saat ini masih dalam
proses pengembangan.
Menurut Anggota Dinas Perhubungan bahwa:
“perkembangan terminal Purabaya belum selesai sempurna 100%
hanya 80% rampung masih banyak kendala-kendala buat pemerintah Kota
Surabaya sebagai manajemen dan bagi kami pemerintah Kabupaten
Sidoarjo sebagai Kepala Pimpinan terminal ini.
Perkembangan dan pengembangan terminal Purabaya yang belum
rampung tersebut dikarenakan dikebut dengan pelayanan publik yang
setiap tahunnya naik jumlah penumpangya dan dituntut untuk melayani
masyrakat. Belum lagi permasalahan pendapatan permasalahan
pengelolan dan manajemen terminal masih belum rampung contohnya
pengaturan crew bis.
17 Wawancara dengan Pak Syahril, Kepala bagian T.U. Dinas Perhubungan Kota
Surabaya, Rabu, 15-02-2017.

































Menurut anggota Dinas Perhubungan \tentang permaslahan
pendapatan terminal dan pengelolaan sebagai berikut18:
“Menurut Bupati Sidoarjo dalam rapat bersama untuk keputusan
pengelolaan terminal Purabaya yang diikuti oleh Kepala Dinas
Perhubungan Kabupaten Sidoarjo menjelaskan bahwa: pemerintah Kota
Surabaya masih mempermasalahkan soal apa yang dikelola dan
dimanajemeni baik hasil retrebusi terminal. Adapun hasil retrebusi
terminal sebagai berikut TPR baik Bus AKAp dan AKDP ada bus Kota
dan parkir mobil dan mpu. Retrebusi kantin terminal.
Permaslahan bagi hasil Retrebusi terminal Purabaya menurut Bupati
Sidoarjo bahwa keinginan dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo pembagian
hasil bruto ditetapkan dan tidak untuk merubah naskah perjanjian
kerjasama pada pasal tertentu. Namun pendapat yang bawa Bupati dalam
melakukan proses negosiasi ditolak karena kami memihak kepada
masyrakat bukan pengelolaan terminal. Dalam naskah sudah dibahas
bukan hasil bruto yakni hasil bersih dan retrebusi terminal adalah PAD
Kabupaten Sidoarjo.
Sedangkan pemerintah Kota Surabaya keberatan dan kerugian apabila
pemerintah Kabupaten Sidoarjo meminta hak bruto 30%. pemerintah Kota
Surabaya karena perwatan terminal membutuhkan biaya banyak.
Pemerintah Kota Surabaya memutuskan pembagian bersih dibagi menjadi
15% untuk Kabupaten Sidoarjo. Bupati Sidoarjo menolak bagi hasil ini
tidak sesuai dengan PAD maka diputuskan 20% untuk Sidoarjo.
Gambaran proses negosiasi antar pemerintah Kota Surabaya dan
pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menyelesikan masalah
pendapatan:
“melakukan proses negosiasi dengan Bupati Sidoarjo untuk
menemukan solusi terbaik dalam menyelesaikan maslahan pendapatan
Terminal Purabaya. Yang selama ini terminal Purabaya akan diambil alih
oleh pemerintah pusat. Namun penyelesian tersebut menemui terjal setelah
Bupati sidoarjo balik ke tempat kerja dan bertemu dengan DPRD
Kabupaten Sidoarjo komisi B dan mereka mengatakan bagi hasil dengan
20% tidak sesuai dengan implementasi kebijakan publik terkait perda
Kabupaten Sidoarjo nomer 3 tahun 2011 tentang Retrebusi Terminal dan
sesuai dengan Mou Kerjasama yang telah dibuat. Bagaimana peran kami
Pemkot Surabaya warga sekitar memiliki pekerjaan yang tetap dari sebab
itu lah kami bisa mengelola Terminal Purabaya ini.
18Ibid. Dinas perhubungan Kabupaten Sidoarjo wawancara.

































Realitas persoalan dan konflik antara pemerintah surabaya dan
sidoarjo selaras dengan konsep kekuasaan menurut Ramlan Surbakti:
“kekuasaan adalah kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber
pengaruh yang dimiliki untuk mempengaruhi perilaku piha lain, sehingga
fihak lain berperilaku sesuai dengan kehendak yang memberi pengaruh.
Meskipun masih menekankan pada pengaruh, Ramlan menambahkan
sumber-sumber pengaruh didalam defenisinya untuk memberi gambaran
lebih lengkap mengenai konsep kekuasaan. Jadi bisa dipastikan bahwa
seseorang berkuasa karena dia memiliki sumber-sumber pengaruh dan
mampu memanfaatkan atau mengelola sumber-sumber tersebut untuk
mempengaruhi orang lain”.
Sedangkan Dimensi Kekuasaan walikota dan legistimasi kekuasaan
tergambar dalam penjelasan sebagai berikut:
“kewenangan adalah hak moral untuk membuat dan melaksanakan
keputusan politik. kekuasaan yang mendapatkan keabsahan (legitimate
power). Sumber kewengan untuk memerintah diuraikan adalah: Hak
memerintah masyarakat berasal dari peraturan perundang-undangan yang
mengatur prosedur dan syarat-syarat menjadi pemimpin pemerintahan”.
